
 

 

 

  

 

 

 

BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR  44  TAHUN 2023 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2021 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN 

TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI GRESIK, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 

Sosial Kabupaten Gresik telah ditetapkan Peraturan 

Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas Sosial Kabupaten Gresik; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah 

Propinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota, 

maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik; 

 

Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
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Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat 

II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur 

dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat 

dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);    

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9.  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76         

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 186); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120            

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah 

Propinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1590); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang 

Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 

2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 

Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1539); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12      

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah 

diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 

Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2021 Nomor 24); 
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16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik 

(Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 

79); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI 

DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN  GRESIK. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik 

Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial 

Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2021 Nomor 79), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional; 

d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; 

e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional; 

f. UPT; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
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2. Ketentuan Bagian Kelima Bidang Kelembagaan dan 

Kerjasama Sosial diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Bagian Kelima 

Bidang Pemberdayaan Sosial 

 

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 14 

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas 

melaksanakan, memimpin, mengoordinasikan dan 

mengendalikan tugas dibidang pemberdayaan 

sosial sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui 

Sekretaris. 

 

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 15 

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan perencanaan program dan kebijakan 

teknis dibidang Pemberdayaan Sosial; 

b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan 

pedoman petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan 

dan standar operasional prosedur di bidang 

Pemberdayaan Sosial; 

c. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan 

teknis dibidang Pemberdayaan Sosial;   

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, 

serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan 

sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan 

masyarakat; 

e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, 

serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan 

sosial komunitas adat terpencil; 
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f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, 

serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan 

sosial kepahlawanan, keperintisan, 

kesetiakawanan, dan restorasi sosial; 

g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, 

serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber 

dana bantuan sosial; 

h. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

di bidang pemberdayaan sosial; dan  

i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala 

Dinas sesuai bidang tugasnya. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal  31 Agustus 2023        
 

 BUPATI GRESIK, 

 

Ttd. 

 

  FANDI AKHMAD YANI 

 

Diundangkan di Gresik 

pada tanggal  31 Agustus 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN GRESIK, 

 

Ttd. 

 

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT. 

       Pembina Utama Muda 

 NIP. 19661027 199803 1 001 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 44 

 


